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ABSTRAK

Faiz Fakhri Ishartanto. 201610115283. Sanksi Pidana Penyebaran Ujaran
Kebencian Kepada Pejabat Negara di Media Elektronik Menurut Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penulisan skripsi ini membahas mengenai sanksi pidana penyebaran ujaran
kebencian yang ditujukan kepada pejabat publik menurut Undang-Undang Nomor

19 Tahun 2016 Problematika di masyarakat terkait tentang penyalahgunaan
Teknologi terutama di elektronik, maraknya kasus Ujaran Kebencian (hate speech)
di masyarakat sehingga sampai masuk ke jalur hukum pidana, Undang- undang
Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengantisipasi sedemikian rupa atas
pengaruh buruk dari pemanfataan kemajuan teknologi ITEtersebut.

Penulis dalam hal ini memiliki 2 (dua) tujuan: Pertama, Untuk mengetahui
bagaimana sanksi pidana pelaku ujaran kebencian kepada pejabat negara/lembaga
negara menurut hukum pidana dan Undang-undang tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (ITE). Kedua, untuk mengetahui penegakkan hukum
terhadap pelaku ujaran kebencian kepada pejabat negara yang dikaitkan dengan
tujuan pemidanaan. Penulis menggunakan metode penelitian studi kasus normatif
berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok
kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang
berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Menggunakan
pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh penulis adalah ratio decidendi, yaitu
alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. Sumber
bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini ialah sumber bahan sekunder
meliputi berbagai literatur, dan perundang-undangan, karya penelitian, karya dari
kalangan hukum lainnya, metode analisis data yang dilakukan adalah analisa
kualitatif.

Hasil Penelitian dan Simpulan dari skripsi ini memuat Sanksi pidana terhadap
pelaku ujaran kebencian kepada pejabat negara menurut hukum pidana dan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Sanksi pidana terhadap pelaku ujaran
kebencian kepada pejabat negara menurut hukum pidana diatur dalam KUHP
berupa pidana penjara, pidana denda dan pencabutan hak untuk melakukan
pekerjaan tertentu. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian Kepada
Pejabat Negara Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 berupa pidana
pokok dan pidana penjara. Pelaku dapat dijerat apabila ia memenuhi seluruh unsur
pidana dan telah melalui proses peradilan pidana. Penegakan hukum terhadap
pelaku ujaran kebencian kepada pejabat negara merupakan pelaksanaan dari
peraturan-peraturan pidana. Pidana hukum terhadap pelaku ujaran kebencian
kepada pejabat negara dikaitkan dengan tujuan pemidanaan ialah sebagai
pencegahan yaitu dengan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak
melakukan kejahatan dan memberikan deterrence effect kepada si pelaku sehingga
tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Kata kunci: Sanksi Pidana, Ujaran Kebencian, Pejabat Negara, Media Elektronik
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ABSTRACT

Faiz Fakhri Ishartanto. 201610115283. Criminal Sanctions for Spread of Hate
Speech to State Officials in Electronic Media According to Law Number 19 of
2016 concerning Electronic Information and Transactions.

The writing of this essay discusses the criminal sanctions for spreading hate
speech aimed at public officials according to Law Numberl9 of 2016 Problems in
society related to misuse of technology, especially in electronics, rampant cases of
hate speech in society so that they enter into criminal law channels, the Law on
Information and Electronic Transactions has anticipated the bad effects of the use
of technological advances The ITE.

The author in this case has 2 (two) objectives: First, to find out how criminal
sanctions for hate speech offenders against state officials/state institutions
according to criminal law and the Law on Electronic Information and
Transactions (ITE). Second, to find out law enforcement against perpetrators of
hate speech against state officials associated with the purpose of punishment. The
author uses a normative case study research method in the form of a product of
legal behavior, for example reviewing the law. The subject of the study is the law
conceptualized as norms or rules that apply in society and become a reference for
everyone's behavior. Using the case approach, what the writer needs to
understand is the ratio decidendi, which is the legal reason used by the judge to
arrive at his decision. Sources of legal materials used in this thesis are secondary
sources of material covering various literatures and legislation, research works,
works from other legal circles, the data analysis method used is qualitative
analysis.

The Research Results and Conclusions of this essay contain criminal sanctions
against perpetrators of hate speech against state officials according to criminal
law and Law Number 19 of 2016. Criminal sanctions against perpetrators of hate
speech against state officials according to criminal law are regulated in the
Criminal Code in the form of imprisonment, criminal fines and deprivation of the
right to perform certain jobs. Criminal Sanctions Against Perpetrators of Hate
Speech to State Officials According to Law Number 19 of 2016 in the form of
basic crimes and imprisonment. The perpetrator can be charged if he fulfills all
the elements of the crime and has gone through the criminal justice process. Law
enforcement against perpetrators of hate speech against state officials is the
implementation of criminal regulations. The legal punishment against
perpetrators of hate speech to state officials is associated with the purpose of
punishment is as prevention, namely by giving a warning to the public so as not to
commit a crime and giving the perpetrator a deterrence effect so that he does not
repeat his actions again.

Keywords: Criminal Sanctions, Hate Speech, State Olfficials, Electronic Media
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MOTTO

“Ilmu yang Sejati, Seperti Barang Berharga Lainnya, Tidak Bisa
Diperoleh dengan Mudah. Ia Harus Diusahakan, Dipelajari,
Dipikirkan, dan Lebih dari Itu, Harus Selalu Disertai Do*a".

xiil

Sanksi pidana.., Faiz Fakhri Ishartanto, Fakultas llmu Hukum 2021



DAFTAR SINGKATAN

uUuuD Undang-Undang Dasar

KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

PN Pengadilan Negeri

ITE Informasi dan Transaksi Elektronik
Xiv

Sanksi pidana.., Faiz Fakhri Ishartanto, Fakultas llmu Hukum 2021




DAFTAR TABEL

1 o 1<) B D SV 1Y s BN 6

Tabel 4.1 Sanksi Ujaran Kebencian dalam KUHP ..................... 67-70

XV

Sanksi pidana.., Faiz Fakhri Ishartanto, Fakultas llmu Hukum 2021



Eal A

DAFTAR LAMPIRAN

Riwayat Hidup Penulis
Putusan
Lembar Pembimbing Satu

Lembar Pembimbing Dua

XVi

Sanksi pidana.., Faiz Fakhri Ishartanto, Fakultas llmu Hukum 2021





